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KEPALA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 5 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA - NIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGAFA.

Menimbang: a. bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada
wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonorn, merupakan Kewenangan
Provinsi;

b. bahwa untuk oelaksanaan kewenanoan huruf a di atas
serta dalam rangka optimalisasi pembangunan
pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan taman
hutan raya dimaksud perlu diatur dalam Peraturan
Daerah;

c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf. a dan b
diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Taman Hutan
Raya Nipa-Nipa.
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Mengingat: 1.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

p.n"t"-"p"n Pelraturan Pemerintah Pengganti Undang-

L;;;;; N";r 2 rahun. 1s64 tentans Pembentukan

6""i"i ringL"t I Sulawesi rensah g"l q?tl3!-r:l-s1-"t I

;;il;"i ringgara dengan mengubah. Undang-unoang

illt"i +z'pipl"nun 1 e60 tentang .Pemleni'llai,?:,:lahi;;;; j s 
" 
r1*!i1 

-u1ig: X "' ?iJ,?:,"ji 
n'' 

Ln"!X*.. 
j

Sulawesi Selatan-lengg
il;;|il Indonesia ranun- tgoa Nomor 94' Tambahan

L.1;;"'G_gaia nepubrir Indonesia Nomor 2687);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

;;il;, Dava 
"Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran

i;;; nlpuurix lndonesia Tahun 1990 Nomor 49'

ilXli"n""-'l"tb"r"n Negara Republik Indonesia

Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

i;;;;t;" (L-embaran Negara Republik Indonesia

r"il""'isgs Nomor 167' TJmbahan Lembaran Negara

nlpiur ix 
- 

lno onesia Nomor 
- :9t:,)^ *"^*in "'*T i ii6l

diubah dengan Undang-Undano Nomor lv IarrurI z'

il"iitg';.;""t"pr" Feraturari Pemerintah Pengganh

Unjln"q-uno"ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang P-erubahan

;;# ,i";il-d.Jang Nomor 41 Tahun leee tentans

ftJi"tJ"J"' i*jaui -unoang-undans (Lemb-ar1 \egara
il;;ik i"J""esia Tahun 2004 Nomor 86' Tambanan

;;;;;"'i'l;;";a Republik Indonesia rahun Nomor 4412

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang

F"muJntur"n ieraturan Perundang-Und119'n.{L"I?":T
i.r!i"'i"n+rulik Indonesia Tahun 2004' Nomor cc'

i.i.ttanan Lembaran Negara Republik Indonesta

Nomor 4389);

J
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor g
Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-unoang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun .l 994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona pemanfaatan
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3550):

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 199g tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang
Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769).;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 199g tentang
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1 998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3776):

5.

o.

7.

8.
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

;;;;;i"; 
-Jenis 

rumbuhan dan satwa -(Lembaran'N$#;'"&ffk -lndonesia Tahun 1e99 Nomor 
.14'

Tambahan Lemoaran r'legara Republik lndonesla

Nomor 3803);

peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun . 199: -!:llans'olri""t"","^ Jenis Tumbuhan dan Sawva 
-L-iar- 

(Lembaran
-NA;;"H'l;rblik 

lndonesia rahun 1e9e Nomor '1s'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3802);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerrntah dan Kewenangan Provinsi

sebaqai Daerah Otonom (Lembaran f "9"t", 
Republik

i"-i#""i, i"n"n zooo' r'lonior 54' 
^Tambahan 

Lembaran

il"g;R"ilnrik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan il"tU""n Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nimor 147' T-ambahan Lembaran

il'Jo"r" n.p'urik Indonesia Nomor 4453);^^- . -'
13. il:r'"i;;Ftt"tint"n r'romor 6 Tahun 2007 tentans Tata

Hutan Dan eenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan'

Serta Pemanfa"t'n riJi"n ["tu"'"n l'9,9?1", 
Republik

i;;;"; i"h'n 2007 Nomor 37 ' Tambahan Lembaran

iGg";R"p"urik Indonesia Nomor 4704)

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung;

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2090 tentang

Pembentukan st"xi'I" o'ganisasi 
, 
dan- Tata Kerla

Perangkat paeran'-' provinsi Sulawesi ,- 
Tenggara

!.u"dli[;e g[":li?t'l:?i3??nll!otT "'*n
dengan Peraturan uz
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16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis
Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
oan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenooara.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi
Tenggara.
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6. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan

koleksi tumbuh"n a"n "jJ, ""t*" 
y"ng alami .atau 

buatan, ienis asli

dan atau bukan aslr, v""i-oit""t"ltkJn bagi kepentingan penelitian'

ilmu pengetahu"", pt"iiaix'"' menunjang- budaya' pariwisata dan

rekreasi alam.

7. Taman Hutan Raya Nipa-Nipa selanjutnya gi::!Yl Tahura Nipa-Nipa

adatah Taman f-frtrn iIV" 
-Vlng 

U.;.Oi dalam wilayah administrasi

Kabupaten Konawe dan Kota kendarl.

8 Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan O:19:n "''' 
khas tertentu'

baik di darat maupun ai ferairan yang mempunyai fungsi p:i!i9'ig:l
sistem penyangga r<ehidupan' pengawetan,-keanekaragaman Jenls

tumbuhan dan sawa, ""?Jitt5"tt""tan 
secara lestari sumber daya

haYati dan ekosistemnYa

g. wisata Alam adalah kegiatan perjalanan.atau sebagian dari kegiatan

tersebut yang dilarux-#"t""ir"' sukarela serta bersifat sementara

,"i* t""it"i"ti keunikan dan keindahan alam'

11. Elok Perlindungan acalah bagian dari kawasan-Tahura yang mutlak

harus dilindungi dan penguniung .dilarang 
m-emasuki kecuali untuk

'X.pLntinSan 
penelitian dan pengelolaan kawasan'

12. Blok Pemanfaatan adalah bagian.du'i l?*"t11^Iahura 
vang secara

intensif diperuntuxan unttik kegiatan. wisata' pengusahaan'

p"nb"fof""n O,n pengembangan serta budidaya tanaman'

13. Blok Koleksi Tanaman adalah adalah bagian dari kawasan Tahura

" ;;;; .J""i" int"n'it iipJ'unl'r'n untuk koleksi,tumbuhan atau satwa

yang alami "t"u 
o"nJn "i"ti 

y"ng dimanfaatkan bagi kepenttngan

penelitian, itmu pengJian;"n' i"nJioir"n' menunjang budidaya oan

pariwisata.

14. Blok Religi Budaya adalah bagian dari Tahura yang didalamnya

terdapat situs religi ;;;;g"A; ;arisan budava dan atau sejarah
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yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan
nilai-nilai budaya dan atau sejarah.

15. Rencana pengelolaan adalah suatu rencana bersifat umum dalam
rangka pengelolaan Taman Hutan Raya.

16. Perlindungan adalah pengakuan pemerinlah terhadap hak dan
kewajibannya sebagai mitra yang telah disepakati bersama untuk
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

'17. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya
serta Jasa yang berasal dari hutan.

18. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak
lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan
untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan
kenyamanan.

19. Pemanfaatan kawasan adalah bentuk pemanfaatan kawasan pada
hutan dengan tidak mengurangi fungsi kawasan.

20. Forum Multi Pihak adalah forum tempat berhimpunnya para pihak dari
unsu{ masyarakat, pemerintah dan swasta yang peduli pada usaha-
usaha pelestarian dan pemanfaatan kawasan Tahura.

21. Areal kelola adalah sebidang lahan dalam Kawasan Hutan Tahura
yang diberi hak pengelolaan di atasnya berdasarkan kesepakatan
kolaborasi.

BAB II

FUNGSI POKOKKAWASAN

Pasal 2

Kawasan Tahura Nipa-Nipa memiliki fungsi:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan,
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b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa'

c. pemanfaatan .u""r" ,""tt'i' i"U"t daya alam hayati dan ekosistemnya

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Tujuan dan PrinsiP

Pasal 3

Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa bertujuan untuk :

a. terjaminnya kelestarian Kawasan Tahura Nipa-Nipa;

b. terbinanya t<olexsi tumouil'n'O"n "it*' 
serta potensi Kawasan Tahura

Nipa-NiPa;

optimalnya manfaat 
-l ahura Nipa-Nipa untuk l]:,1Y.,."1"t 

penelitian'

oendidikan, ilmu pengerariuan' mtnuniang budidaya' budaya' bagi

kesejahteraan masyarakat
terbentuknya taman yang menjadi kebanggaan Daerah'

Pasal 4

Frinsip pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah :

a. pendayagunaan potensl Tahura Nipa-Nipa .untuk 
kegiatan koleksl

tumbuhan dan/atau ""t'n"' 
*i""t" alam' penelitian' ilmu pengetahuan'

pendidikan' dan penvedialn'pl"t" l'tJT Yiiyll^?.Ydidava' 
diupavaran

il;;';;il;;si t'"" d"n tidak merubah funssi kawasan;

b. sebagai taman kebangg";=n D""tn' maia. dalam pengembangan

Tahura Nipa-Nip" oi'p"vliln t"*tilrk"n koleksi jenis tumbuhan dan

satwa dari Provinsi Sulawesi Tenggara;

126 127
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Masyarakat sekitar harus secara aktif diikut sertakan dalam pengelolaan
Kawasan Tahura Nipa-Nipa khususnya dalam mendipatkan
kesempatan bekerja dan peluang berusaha.

.Pasal 5

(1) Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, Kawasan Tahura
Nipa ditata ke dalam blok-blok pengelolaan yang terdiri dari :

a. blok perlindungan
b. blok pemanfaatan:

Nipa-

(2) Pengelolaan pada blok perlindungan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )
huruf a meliouti :

a. dalam blok perlindungan dapat dilakukan kegiatan monitoring
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas;

b. dalam blok perlindungan dapat dibangun sarana oan prasarana
untuk kegiatan monitoring seperti tersebut pada huruf a.;

c. dalam blok perlindungan tidak dapat dilakukan kegiatan yang bersifat
merubah bentang alam;

(3) Pengelolaan pada blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b meliouti :

a. dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan pemanfaaian
kawasan dan potensinya dalam bentuk klgiatan penelitian,
pendidikan, dan wisata alam;

b. kegiatan pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada pihak
ketiga, baik Koperasi, BUMN, swasta maupun perorangan;

c blok pemanfaatan dapat digunakan sebagai tempat bJrlangsungnya
kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunyang- kegiatin
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking, dan budidaya
plasma nutfah oleh masyarakat setempat;

d. dalam blok pemanfaatan dapat dibangun sarana dan prasarana
pengelolaan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam (pondok
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wisata, bumi perkemahan' karavan' penginapan remaia' usaha

o ,[?*"]*"""iiJ[X' ,'0"* dapat. .disuna!1n ^ 
sebasai tempat

berlangsungnya x"g'"t;nl"ng bersifat merubah bentang alam;

Pasal 6

Dalam hal diiumpai adanya kerusakan potensi alam' sarana wisata tirta'

angkutan wisata, wisata oro"v-",-J"" tempat penjualan cinderamata' maKa

dalam pembangunannya "litil t"rnp"in?ttkii-931:. arsitektur daeran

Kawasan .Tahura Nipa-N,p"]'ll"i"n melalui pengkajian yang seKsama'

vanq dapat dilangsungkan kegiatan' .,-^'.
' 
-' 

"] 
i"-.uini"n-habitat dan pembinaan populasr:

i. li#i5ii5l1X'"?1i," pemusnahan jenis tumbuhan dan/atau satwa

pengganggu; 
Baqian Kectua

Pemantapan r<"*"u-'iiinu"n tarisasi' Pembagian Blok)

(1)

(2)

Pasal 7

lnventarisasi hutan dilaKsanakan untuk rn"lg"l3ll:l--gn memperoleh

data dan informasi t"ntang si,riu"iJ"v", pot.ln.i kekayaan alam hutan

!"rt"lingLrns"nnya secara lengkap'

lnventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' terdiri dart :

a. inventarisasi Potensi; dan

b. inventarisasi sosial budaya'

Pasal 8

tnventarisasi potensi dimaKsud pasal 7 ay.at^(2) lu-:YLlj:.b"S"i 
b"n"n

dalam penyusunan rencana Denqelolaan hutan' terdlrl -d-arl :

a. Inventarisasi pot"n", y"nuf,!ili;;;*;;;iing sedikit 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun; oan

(1)

128
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b. Invenlarisasi untuk menyusun rencana kegiatan tahunan
dilaksanakan setiap tahun.

(2) Inventarisasi sosial budaya dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b, sebagai
bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan huian dilaksanakin
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9
(1) Pengendalian inventarisasi hutan kegiatannya melipurl :

a. monitoring; dan/atau
b. evaluasi.

(2) Kegialan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan
inventarisasi hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
kegiatan untuk menilai kegiatan inventarisasi hutan secara periodik
sesuai dengan tingkat inventarisasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut peraksanaan kegiatan monitoring dan evaruasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 't 0
Pedoman inventarisasi hutan akan ditetapkan dengan peraturan Gubernur
berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oi-eh Menteri Kehutanan

Pasal 1 1

lnventarisasi hutan tingkat provinsi diraksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12
(l) Berdasarkan hasil inventarisasi -hutan

sebagaimana dimaksud dalam oasal 7
batas blok, yang meliputi:

a. blok Perlindungan;

Kawasan Tahura Nipa-Nipa
ayat (2), dilakukan penataan



b. blok Koleksi Tanaman;
c. blok Pemanfaatan;
d. blok LainnYa.

(2) Blok lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d' meliputi:

a. blok tradisional, yaltu bagian dari tahura yang ditetapkan- untuk
- f"p"nttg"n pemanfaatan*tradisional oleh masyarakat yang karena

kesejarahannya mempunyai ketergantungan degan sumber oaya

alam,

b. blok religi budaya' yaitu bagian dari tahura yang didalamnya
- 

tlidapat 
-situs 

religi peninggalin warisan budaya dan atau seiarah

yang dimanfaatkan untuk-k"egiatan keagamaan' perlindungan nilai-

nilai budaYa dan atau seJaran;

c. blok khusus, yaitu bagian dari Tahura Nipa-Nipa karena kondisi
- 

v""g iiok J"i"t oin-ini"trtan telah terdapat kelompok masvarakat

dan sarana p"nrn;ung kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah

tersebut ditetapkan sebagai Tahura'

Bagian Ketiga
PenYusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 1 3

(1) Penyusunan rencana pengelolaan . 
hutan dengan memperhatikan

aspirasi, partisipasl dan nitai budaya masyarakat serta kondisi

lingkungan.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. rencana pengelolaan hutan jangka. panjang yang memuat rencana

kegiatan secara makro'tentang 
-peOoman' arahan serta dasar-dasar

pengelolaan nutan untuk meniapai tujuan pengelolaan hutan dalam

i""gi; *"it, zo tJua puluh) iahun' disusun oleh instansi vang

130 13't
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bertanggung jawab dibidang kehutanan propinsi dan disahkan oreh
Menteri;

b. rencana pengelolaan hutan jangka menengah memuat rencanayang berisi penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka panjang
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun oteh inltansi yani
bertanggung jawab dibidang kehutanan propinsr dan disahkan oreh
Menteri;

c. rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencanaoperasional secara detail yang merupakan penjabaran rencanapengelolaan dalam jangka wattu 1 (saiu) tahun yang disusun olehinstansi,yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan disahkan
oleh Gubernur.

(3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)memuat. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi,pengendalian, pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan
hutan.

(4) Penyusunan rencana pengeroraan hutan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) berpedoman pada peraturan i.runo"ng"n y"ng
berlaku.

pembangunan, 

""n1",,n"?331i!:ffIff:"n"", dan pemanfaatan

Pasal 14
Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa, mencakuo:

pembangunan;
pemeliharaan;
pengembangan;
pemanfaatan.
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Pasal 15

11\ Keoiatan Pembangunan Tahura Nipa.Nipa sebagaimana dimaksud

' ' l;6; Pasal 13 huruf a meliPuti :

a pembangunan konservasi talrur"n, 
untuk monitoring hidrolo,gi; -^-

3 i3ni3l3Xlil"i'ii?;';;n--p'"""'"n" 
penunians wisata dan

Pengamanan kawasan'

/2) Keoiatan Pemeliharaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud

'-' aJt"r. F"""1 14 huruf b meliPuti :

a. men.iaga kelestarian fungsi pokok kawasan secara

berkesinambungan;
b. melakukan kegiatan rehabilitasi t'h"n kdtl"-' 

-'^"
c. pemeliharaan ""r"n"''oil"fr"r"r"n" 

penun.iang yang ada dalam

,.\ -"::T;lensembansan,rahura Nipa-Nipa sebasaimana dimaksud

'"' Jrr"". Pasal 14 huruf c meliPutt :

a. pembangunan sarana dan prasarana penunlang;

i. i3l'1i''lri"1"nJ,iffi3|.""o"" Manusia pengelola kawasan dan

. H"?il*'"T::?:Effi""Tan 
jenis tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnYa'

14) Keqiatan Pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud

''' a"ti-r P"""1 14 huruf d meliPuti :

a. Pemanfaatan kawasan;
u. oemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

c. Pemanfaatan iasa lingkungan;

a. FenUiaikn dan Penelitian'

132
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a.
b.

d.
e.
f.
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Pasal 1 6

Kawasan Tarnan Hutan Raya Nipa-Nipa
keperluan:

dapat dimanfaatkan untuk

penelitian dan pengembangan;
ilmu pengetahuan;
oendidikan:
kegiatan penunjang budidaya;
pariwisata alam dan rekreasi,
pelestarian budaya.

Bagian Kelima
Pengawetan

Pasal 1 7

(1) Kawasan Tahura Nipa-Nipa dilakukan dengan melakukan upaya
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya.

{2) Upaya pengawetan Kawasan Tahura Nipa-Nipa dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan:

a. perlindungan dan pengamanan;
b. inventarisasi potensi kawasan;
c. penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan;
d. pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa.

{3) Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan satwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk tujuan koleksi.

(4) Kegiatan pengawetan di dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa tidak boleh
bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.



-16-

Pasal 18

{1) Upaya pengawetan Kawasan Tahura .Nipa-Nipa 
dilaksanakan dengan

ketentuan dilarang tu'Jtl'i"n 
-r"giatan 

yang dapat mengakibatkan

perubahan fungsi kawasan'

(2) Termasuk dalam pengertian kegiatan . y"lS^ 11!"t 
mengakibatkan

t'' 
pJtuorn"" fungsi kawaian Tahura Nipa-Nipa' adalan:

a'merusakkeKhasanpotensisebagaipembentukekosistemnya;
U. t"rr""f. keindahan alam dan gejala alam; . , ^-
i. t""g;"gi luas kawasan Vang telah ditenturan;

d. melakukan r"gi"t"n-i!"d" i"ng tidak sesuai dengan rencana

pengelolaan o"n "t"ulii"lnl 
pJngu""r'a'n yang telah mendapat

'persetujuan dari pejabat yang berwewenang'

(3) Suatu kegiatan' dapat dianggap,. 
":,9:9,'' ^^tlo"*"n 

permuraan

melakukan kegiatan tJi"gli*;ti"'oimaksud pada avat (2)' apabila

melakukan Perbuatan:

a. memotong, memtndahkan' merusak atau menghilangkan tanda

batas kawasan; r^-im .li.lr rnakAn untuk mengambil'
U. m".b"*a alat. yang lazim dilT"":il 

memusnahkan dan" t""""S1"p, berburu' menebang'. t9lilill^
mengangkut tutot'J"y" alam kJdan dari dalam kawasan'

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1)penseroraa"-r-1T:?^15"-il,'ift :::iff 'l?ff 1ili*;:1"1:'#i"311
ll"L"fi LXfff lX?l3iU;;;;q.ij;*KehutanansebagaiKesatuan
Fllgiroi" H,tin Konservasi (KPHK)'

(2) pembentukan serta tugas pokok dan fungsi dari UprD sebagaimana

dimaksud pada ayat tfi Oit&"pf"" dengan Peraturan Gubernur'

134
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Pasal 20
Dalam melaksanakan
dimaksud dalam Pasal
atau forum multipihak.

tugas pokok dan fungsinya UPTD sebagaimana
19, dapat berkoordinasi dengan para pihlk dan/

( l.)

BAB V
PERIZINAN

Pasal 21

Untuk melalukan kegiatan usaha pariwisata alam dan pemanfaatan
jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di dalam kawasan Tahura
Nipa-Nipa harus memiliki izin.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
(3) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan ditetapkan dengan peraturan Guoernur.

BAB VI
KOLABORASI

Eagian Pertama
Para Pihak Dalam Kolaborasi

Pasal22
(l) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tahura Nipa_Nipa, UpTD

Dinas Kehutanan dapat melakukan kolaborasi kegiatan pengelolaan
dengan para pihak.

(2) Kolaborasi kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada . ayat
(1) dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama.
Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wa)ib
mendapat persetujuan Gubernur atas rekomendasi dari Kepala Dinis
Kehutanan.
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Para pihak sebagaimana otmaksud pada ayat (1)' meliputi:

;. ;i;;;;k-ffiv"r"r."t t"i"tp"t'vang terbentuk dalam satu wadah
" ii;iil;;;";n/Koperasi/memiliki legalitas h-ul^u1^-,.

b i;;;;-a*ualv" Maivarakat- setempat dan. Nasional vang

bekeria di oioang xons!'Jasi'- sumber Daya Alam Hayati dan

" !"'ffir]'tl,=";na Milik Nesara (BUMN):.Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (tJurvrr''

d, Perguruan Tinggi/lemnaga iimiahltemuaga pendidikan/sekolah

Kriteria para pihak sebagai pengelola K"Y".s-11]31'ra Nipa-Nipa

sebagaimana dimaksud p"i" i'"it3l yang dapat berkolaborasr antara

!"'1n"rro"n"n pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap
- 

["te"iarian Kawasan Tahura Nipa-Nipa;

b. memiliki perhatian, *"'ngin"n dan kemampuan untuk mendukung

pengelolaan Kawasan 
" i"n"u Nipa-Nipa sebagai Kawasan

Pelestarian Alam.
Bagian Kedua

Ruang LingkuP Kolaborasl

Pasal 23

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan I"l"i-\i?1--lIi adalah proses

ker.jasama yang dilakuKan oi"i p"'" pihak yang bersepakat atas dasar

orinsip-prinsip saling mengnormati' saling menghargai' saling percaya

tan sating memberikan kemanfaatan

Jenis-jenis kegiatan y.ang dapat dikolaborasikan dalam rangka

pengelolaan Tahura meltPurt :

a. penataan kawasan'
u. i"nyu.rn"n rencana Pengelolaan;

(5)

(t)

(z)

o.

f.

pengawetan;
pembangunan;
pemanfaatan;
pemeliharaan ;
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penelitian dan pengembangan;
perlindungan dan pengamanan.

Pasal24

e. dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kolaborasi

Pasal 25
Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dibuat secara tertulis dalam bentuk keseoakatan
bersama.

(2) Kesepakatan .bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
matefl-maten kesepakatan antara lain:

a. kegiatan-kegiatan pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang akan
dikolaborasikan;

b. dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak,
c. jangka waktu kolaborasi dan luasan areal yang dikolaborasikan;
d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya

kolaborasi setelah
jangka waktu berakhir.

s.
h.

(l) Oalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa
masing-masing pihak dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator
maupun pendampingan.

(2) Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (S)
huruf b dalam melakukan kolaborasi dapat berupa .

a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;
c. data dan informasi;

(r)



-20-

(3) Kesepakatan berkolaborasi dapat diperpaniang seiauh tidak ditemuKan

' ' adanya pelanggaran kesepakatan'

(4) Penentuan ada tidaknya pelanggaran da",!lt:l::'n"" perpanjangan

kolaborasi dilakukan oret-iim"Femuina dan Pengendali yang terdiri

t"ti un"r, Para Pihak Yang terkait'

(5) Tim pembina o"n p"ng"nd"ti :uP1g:iT"n" 
dimaksud pada ayat (4)

'-' iit"tjpt"n dengan Keputusan Gubernur'

Pasal 26

Prinsip kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah

a. manfaat dan lestan;
b. swadaya;
c. kebersamaan dan kemitraan;

d. keterbukaan dan keterPaouan;

e. keberlan.iutan dan bertahaP;

f. spesifik lokat. 
pasal27

(l) Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan T"lili,I:f-Nipa dalam bentuK

keseDakatan nersami !!lZg"i*"n' dimaksud dalam Pasal 25'

ait"tk"n melalui tahapan-tahapan :

a. PersiaPan Pelaksanaan;
b. Pelaksanaan kolaborast'

". b"ng"*"t"n dan Pengendalian'

(2) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

:l"iB?; atau lembasa .p9ns"tu! -T:l:kukan 
inventarisasi dan

identifikasi "t"" lunil'rlgLiari pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang

akan dikolaborasikan;

138
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b. hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut disusun dalam dokumen
usutan yang mencakup kelola kawasan, kelola kelembagaan dan
kelola usaha;

c. koordinasi dan konsultasi antara para pihak;
d. penandatanganan kesepakatan bersama.

(3) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan ketentuan:

a. dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan
kolaborasi;

D. menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan,
c. melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
d. pengawasan dan pengendalian.

(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dengan ketentuan :

a. melakukan pengawasan secara bersama agar kegiatan dapat
. mencapat sasaran yang telah ditetapkan;
b. melakukan pengendalian secara bersama pada setiap akhir suatu

kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi;
c. seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupaKan proses

pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan
aktivitas dan efektivitasnva.

Pasal 28
(1)

{2)

P:ra pihak yang telah memenuhi kriteria/ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan permohonan kolaborasi
pemanfaatan secara kolektif atau berkelompok kepada Gubernur cq.
Kepala Dinas Kehulanan.

Permohonan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat:

a. rencana peta wilayah pengelolaan,



(1)

(2)

b. data anggota/pegurus organisasi dan. atau 3?S9ota 
kelompok

t""y"r"[it beisangkutan ian luas areal pengolahan sumber daya

hutan yang dimohon,

". "trl"'i"t&"al 
organisasi dan atau kelompok yang telah disepakati

oleh seluruh anggota kelomPok'
d. rencana umum Pengelolaan areal

kelola kawasan, rencana kelola

(2) Kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang berakhir
jangka. waktunya dapat diperpanjang kembaii apabill p=emegang
kesepakatan tidak melakukan pelanggaran.

Pasal 32
Dalam kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa para pihak dilarang
melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. rnengubah status dan fungsi Tahura Nipa-Nipa sebagai hutan negara. dan Kawasan Pelestarian Alam;
b. melmberikan hak kepemilikan atas kawasan Tahura Nipa-Nipa, kecuali

hak pemanfaatan;

kelembagaan.
Pasal 29

oemanfaatan meliPuti rencana
usaha dan rencana kelola

merasa dirugikan
kolaborasi kePada

melakukan pengelolaan hutan secara parsial;
mengagunkan kepada pihak ketiga

bidang konservasi dan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kolaborasi

Pasal 33

Ko|aborasidiIaksanaKansetelahadakesepakatantertulisantara
pemerintan Daerah cq. Dinas Kehutanan dengan para pihak'

Hasil kesepakatan kolaborasi sebagaimana.- dimaksud pada ayat (1)

harus diumumkan kepada publik melalui media massa'

Pasal 30

(1) Masvarakat dan atau badan hukum lainnya yang
'-' J"pjt mengajukan keberatan atas kesepakatan

Gubernur m;lalui Kepala Dinas Kehutanan'

(2) Keberatan dimaksud gada. ayat (] I ::lTl3l1* batnva diaiukan

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal drumumKan

(3) Pengajuan keberatan di luar jangka waktu 
. 
sebagaimana dimaksud

' ' paOi ayal (2) tidak akan' ditanggapi kecuali mernbahayaKan

keselamatan lingkungan Oln tetOiput"iidikasi kuat terjadinya Korupsi'

Kolusi. dan Nepotisme.
Pasal 31

(l) Kesepakatan kolaborasi pengelolaan T"lYI1,^Nipa-Nipa diberikan

untuk janska wartu paling aha 2!.i9u-a pu1t1 ,'ta).tahun 
den-011

m"s" p"rJoua"n paling laira 3 (tiga) tahun terhitung sejak mempunyal

kekuatan hukum untuk berlaku'

e. melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip_prinsip
kolaborasi yang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

d.

(l) Kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa berakhir apabila :

a. jangka waktu kolaborasi telah habib:
b. berdasarkan kesepakatan para pilrak untuk mengakhiri kolaborasi

sebelum jangka waktu habis;
c. terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuktikan

dengan Berita Acara pemeriksaan oleh Tiir pembind dan
Pengendali

Akibat berakhirnya kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (.1)
adalah :

'141
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hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau

tanaman yang dilakuKan i"i"t "ngf" 
rehabilitasi {pembinaan

habitat) yang telah dioangun 
-atau 

dtanam di Tahura Nipa-Nipa

menjadi milik negara;
kewaiibandantanggunglawabparapihakyangberko|aborasi
ffi;#1^"ai. rulig""";ri"m bentuk apapun baik terkait densan

pelaksanaan kolaborasr rroak menjadi.tanOOun-O-i1v11U^ eemerintah

atau Pemerintah Daerah, t"i"pi t"ni"Oi tanggung jawab para pihak'

Pasal 34

Kolaborasi pengelolaan pada Tahura Nipa-Nipa tidak dapat diberikan

dalam areal kelola yang 
"Lt"n 

aio"O'ni kesepakatan kolaborasi

pemanfaatan kawasan'

tzl k-"r"r"i""i- pengelolaan pada Tahura Nipa-Nipa tidak

dipindahtanganKan tanpa p"i""t'i"n tertulis dari pihak-pihak

(.) ff::i'"?ffii" vans telah dibebani kesiatan ,kolaborasi 
dalam

oemanfaatan r(awasan ;;" i;h,r* Nipa--Nipa tidak dapat dijadikan

Lrni""" "t"" 
Oijaminkan kepada pihak lain'

Baoian Kelima

Pembatalan K-esepakatan Kolaborasi

D.

(1)

Pasal 35

Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura

dilakukan apabila :

a. dalam masa PercoDaan pemegang kesepakatan

melakukan kegiatan;

' l"liXlJffi L?Jlo jL"" k:lil-"jT',:"*g::,U:? ^ meni uar atau

ffiffi;X ;;;;6 obYek Yans 9il'?r'b"l?:i11,1memlnoan rar rscrr r^4.. ""'"",i;.,..J"i lam pengelolaan sumber daya
pemegang kesepakatan ltol: ,,- -,-. .-^^^ ia^ c, ,rnher dava hutan:

o.
f, :ffi ';:li" ffi Xp" #;il | i ;o x u n s a 

1 I 
dr1 

1u 1u:: i:J.1 : "" "'
ffi ega;ru;;pik"tu" kolaboiasi melakukan pelanssaran'
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Pasal 36

(1) Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melalui proses peringatan
tertulis s€banyak 3 (tiga) kali berturulturut dengan tenggang waktu
masing-masing satu bulan.
Apabila peringatan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan,
maka Gubernur dapat membatalkan kesepakatan kolaborasi.
Peringatan dan Pembatalan kesepakatan kolaborasi pengelolaan
Tahura Nipa-Nipa dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN TAHURA NIPA-NIPA

Pasal 37

( I ) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dapat ditempuh
melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan secara
sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura.
Nipa-Nipa di luar Pengadilan, maka gugatan melalui Pengadilan dapat
dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang
bersengketa.

Pasal 38
( I ) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar

Pengadilan tidak berlaku terhadap Tindak Pidana sebagaimana diatur
di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelesaian sengketa pengelolaan Tahura Nipa-Nipa di luar
Pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai
sengketa diantara para pihak mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukar
untuk memulihkan fungsi Tahura Nipa-Nipa.

dapal
yang

Nipa-NiPa daPat

kolaborasi tidak



-26-

(3)Dalampenyelesaiansengketapengelolaanf".hyl?Nipa-Nipa'di'luar
Pengadilan sebagaimana dimaksuj paOa ayat (2.) para pihak dapat

menggunakan jasa pihak ketiga dan atau Pemerintah Daerah untuk

membantu proses penyelesaian sengketa'

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

(l)PemerintahDaerahberkewajibanme|akukanPengawasandan
pengendarian 

-ternaoap 
pengeloj""n Kawasan Tahura Nipa-Nipa'

(2) pengawas"n 
'J"n - p"ng.no"li"n sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) OifaXulan t"tit'i Pemantauan dan Evaluasi terhadap

plngeiota"n KawasanTahura Nipa-Nipa'

(3) Pengendalian dan pengamanan Kawasan Tahura Nipa-Nipa

kegiatannYa meliPuti :

a. iatroli berkala dan berkesinambungan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. PenYediaan Pos-Pos jaga

Pasal 40

(1) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimar";;;krud'datim pas"f 39, masyarakat dapat melakukan

pengawas"" t"in"o"p pengetoraan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.

(Z) Ketentuan feOin f anjut' tenlang 
-;;"g^t"san 

sebagaimana dimaksud
\-' 

paOa ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur'
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BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 41

segala pembiayaan untuk mendukung peraksanaan pengelolaan Taman
Hutan Raya Nipa-Nipa dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi sulawesi renggara dan sumber pembiayaan
lainnya yang syah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
(1) Bagi warga masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan Taman

Hutan Raya Nipa-Nipa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib
direlokasi.

(2) Tata cara dan persyaratan peraksanaan relokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan
Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan/Keputusan Gubernur


